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ABSTRAK 
 

NAMA : Muhammad Latip 

NIM : 4001173009 

Prodi : Hukum Islam 
 

Judul : PERLINDUNGAN PEGAWAI PENCATAT 

NIKAH DARI SANKSI PIDANA PERSEPKTIF 

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9  

TAHUN 1975 DAN UNDANG-UNDANG 

NOMOR 13 TAHUN 2022 

Sanksi pidana merupakan suatu intrumen yang penting didalam peraturan 

perundang-undang bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan atau hukum tersebut tidak 

dilanggar, sehingga semua undang-undang yang mengatur kepentingan masyarakat dan 

Negara diberi ketentuan sanksi agar undang-undang tersebut memiliki upaya paksa untuk 

ditaati, tidak terkecuali undang-undang perkawinan. Semangat pencantuman ketentuan 

pidana dalam undang-undang yang mengatur administrasi perkawinan dimulai pada undang- 

undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, semangat 

tersebut berlanjut pada peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam perkembangannya 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang 

menyatakan pada pasal 15 bahwa yang boleh memuat ketentuan pidana hanya Undang- 

undang, Peratuarn Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga bagaimana kedudukan dan 

kepastian ketentuan pidana yang terdapat didalam peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975 

tersebut? 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana kedudukan 

ketentuan pidana yang terdapat didalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 

Pelaksanan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menurut Undang- 

undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Maka 

dalam pelaksanaannya peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif yuridis 

dengan pendekatan undang-undang (State Approach) dan doktrin hukum. Bahan hukum yang 

digunakan dalam penelitian ini terbagi kepada dua, bahan hukum primer yaitu berupa buku, 

artikel atau literatur yang berikaitan dengan objek permasalahan ini dan bahan hukum 

sekunder berupa informasi yang diperoleh dari wawancara terhadap Anggota Komisi III DPR 

RI, Pejabat Kementerian Agama Republik Indonesia, Pejabat Mahkamah Agung dan Pakar 

Hukum. Bahan hukum tersebut akan dianalisis menggunakan tekhnik Triangulasi Teori dan 

Triangulasi Sumber Data untuk selanjutnya disimpulkan. 

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang maka ketentuan pidana yang 

terdapat didalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah batal dan tidak dapat 

diberlakukan dengan berbagai pertimbangan. Pertama bahwa asas hukum Lex Posterior 

Derogat Legi Priori dapat diberlakukan dengan lahirnya undang-undang nomor 12 tahun 

2011, maka secara asas hukum peraturan sebelumya dinyatakan batal dan tidak dapat berlaku. 

Kedua kalimat “hanya dapat” yang terdapat didalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 

berarti mengenyampingkan hal lainnya selain yang telah disebutkan. Ketiga. Namun 

pernyataan bata atau tidak berlakunya suatu ketentuan didalam peraturan perundang- 

undangan harus dinyatakan secara tertulis, karena indonesia menganut asas hukum tertulis, 
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baik pada peraturan yang sejajar maupun peraturan yang diatasnya, hal itu yang terjadi pada 

peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 ini, setelah undang –undang nomor 1 tahun 1974 

dirubah kedalam undang – undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. 

Jika dilihat dari tindakannya, dapat disimpulkan bahwa kriteria pernikahan yang 

dapat dipidana atau didenda terbagi kepada dua, yaitu Pertama, adalah adanya niat atau unsur 

kesengajaan, yaitu dari pasangan suami isteri, terlepas apapun niat atau motivasi mereka 

dalam melakukan tindakan tersebut, apalagi pasangan tersebut telah mengetahui adanya pasal 

atau ketentuan yang mengatur tentang anjuran mencatatkan pernikahan atau pemberitahuan 

kehendak nikah namun tetap melanggarnya, maka hal tersebut dapat dipidana, atau jarak 

tempuh antar kediaman mereka dengan Kantor Urusan Agama tidak jauh atau dapat ditempuh 

hanya beberapa jam, namun tidak dilakukan, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan 

pidana. Kedua, tindakan tersebut merugikan orang lain, dengan kata lain, bahwa orang yang 

dirugikan tersebut melaporkan atau mengadukan perbuatan yang merugikannya kepada pihak 

kepolisian, sehingga dapat diproses, karena ketentuan tersebut merupakan delik aduan, 

misalnya orang tua dari mempelai wanita merasa dirugikan karena anaknya tidak 

mendapatkan nafkah atau diperlakukan semena – mena dengan dalih bahwa perkawinan 

mereka tidak dicatatkan, maka orang tua dari mempelai wanita dapat mengadukan perbuatan 

tersebut. 



ABSTRACT 

 

NAMA : Muhammad Latip 

NIM : 4001173009 

Prodi :  Islamic Law 
 

Judul : PROTECTION OF MARRIAGE REGISTER 

EMPLOYEES FROM PERSPEKTIVE CRIMINAL 

SANCTIONS GOVERNMENT REGULATION 

NUMBER 9 OF 1975 AND LAW NUMBER 13 OF 

2022 
 

Criminal sanctions are an important instrument in laws and regulations aimed at 

ensuring that these regulations or laws are not violated, so that all laws governing the 

interests of the community and the State are given sanctions provisions so that these laws 

have a forced effort to be obeyed, no exception. marriage law. The spirit of the inclusion of 

criminal provisions in the law that regulates marriage administration began in Law No. 22 of 

1946 concerning Registration of Marriage, Divorce and Reconciliation, this spirit continued 

in government regulation No. 9 of 1975 concerning the Implementation of Law No. 1 of 1974 

concerning Marriage. . In its development, Law Number 12 of 2011 concerning the 

Establishment of Legislative Regulations states in article 15 that only laws, Provincial and 

Regency/City regulations may contain criminal provisions, so what is the position and 

certainty of criminal provisions contained in government regulations? Number 9 of 1975? 

This study aims to analyze and explain how the position of the criminal provisions 

contained in Government Regulation Number 9 of 1975 concerning the Implementation of 

Law Number 1 of 1974 concerning Marriage according to Law Number 12 of 2011 

concerning the Establishment of Legislation. So in its implementation, the researcher uses a 

juridical normative legal research method with a state approach and legal doctrine. The legal 

materials used in this study are divided into two, primary legal materials in the form of books, 

articles or literature related to the object of this problem and secondary legal materials in the 

form of information obtained from interviews with members of Commission III DPR RI, 

officials of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia, Supreme Court Officials 

and Legal Experts. The legal material will be analyzed using the Theory Triangulation and 

Data Source Triangulation techniques for further conclusions. 

The results of this study explain that based on Law Number 12 of 2011 concerning 

the Establishment of Legislation, the criminal provisions contained in Government 

Regulation Number 9 of 1975 are null and cannot be enforced with various considerations. 

First, that the legal principle of Lex Posterior Derogat Legi Priori can be enforced with the 

birth of law number 12 of 2011, then on a legal basis the previous regulation is declared null 

and void and cannot be applied. The two sentences "only can" contained in Law No. 12 of 

2011 mean setting aside other things besides what has been mentioned. Third. However, the 

statement of brick or invalidity of a provision in the legislation must be stated in writing, 

because Indonesia adheres to the principle of written law, both in parallel regulations and the 

regulations above it, this is what happened in this government regulation number 9 of 1975, 

after the Law No. Law number 1 of 1974 was changed to law number 16 of 2019 concerning 

marriage. 
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If viewed from the actions, it can be concluded that the criteria for marriage that can 

be punished or fined are divided into two, namely: First, there is an intention or intentional 

element, namely from a husband and wife, regardless of their intentions or motivations in 

carrying out these actions, especially if the couple has knowing that there is an article or 

provision that regulates the recommendation to register a marriage or notification of a 

marriage wish but still violates it, then it can be punished, or the distance between their 

residence and the Office of Religious Affairs is not far or can be taken only a few hours, but 

not done, then the act can be categorized as criminal. Second, the action is detrimental to 

other people, in other words, that the injured person reports or complains about the 

detrimental action to the police, so that it can be processed, because this provision is a 

complaint offense, for example, the parents of the bride feel aggrieved because her child does 

not get living or being treated arbitrarily under the pretext that their marriage was not 

registered, then the parents of the bride can complain about the act. 



                                              الملخص                                             

 بيتال دحمم : ماالس

 4001173009 : فيالتعر مقر

 

 نعنوا ةيلمااالس الشريعة : اسةردال جمانبر

 1975 لسنة 9 مقر ةيمولحكا ةحئاللا يف ةيئازالج ماألحكا ةنكام :

 2011 ةنلس 12 مقر نوناالق بوجبم
 

 

 

 

 أو حئاللوا هذه تهاكنا مدع نماض لىإ فدهت يتال حئللوااو نينقواال يف مهمة اةدأ ةيئانالج تلعقوباا تبرعت    

  هذهل  نوكي  ثيبح ةدوللوا معتجلما حمصال مكتح يتلا نينواقال عيمج لىع تابوعق ضفر متي ثيبح ، نينواقال

 ونناق يف ةيئازالج ماألحكا  راجدإ  حور  تأدب  .واجزال  ونناق  .ءانثتسا  ال  الثتلمال  يقسر  دهج  نينقواال

 تواستمر ، حصللوا قالطلاو واجزلا جيلست نأبش 1946 ةنلس 22 مقر ونناقال يف واجزلا رةداإ ميظنت

ن وناقال ذيتنف نأبش 1975 ةنلس 9 مقر نوناقال ذيفنت نأبش 1975 ةنلس 9 مقر ةيمولحكا حةئاللا يف حورلا هذه

 حئاللوا ءشانإ نشأب 2011 ماعل 12 مقر نوناقال صني ، ويرهطت ناءثأ .الزواجن أش يف 1974 ةنلس 1 .رقم

 ةنيدلما / ةياصولاو ةعالمقاط ةمنظأو نيناوالق أن لىع 15 ةدلماا يف ةيعيتشرلا

 محكاأ ىلع ويتتح أن وزجي يتال يه فقط يف ةدراوال ةيئانالج ماألحكا ديأكتو فقوم وه امف ، ةيئانج

 ؟1975 من 9 قمرال ؟ةيمولحكا حئاللوا

 9 مقر ةيموكحال حةئاللا يف ةدراوال ةيئانجال مكاحألا فقوم وشرح حليلت لىإ اسةردال هذه فدته

 نأشب 1120 ةنلس 21 مقر ونناقلل اً  قفو جاوزلا نأشب 7419 ةنلس 1 مقر ونناقال ذيفنت نأبش 5971 ةنلس

 ةديقلعاو ولةدال جهنمب ينوناق ييارعم ونيناق ثحب جهنم هذيتنف يف ثاحبال مدتخسي كلذل .عيالتشر ساءرإ

 أو بتك كلش يف ةيولأ ةينوناق دوام ، نيتدام لىإ اسةردال هذه يف مةدتخمسلا ةينوناقال دلمواا مسقنت .ةينوناقال

 لوصالح مت تماومعل كلش يف ةيوناث ةينوناق داومو ةلمشكلا هذه عوضومب لقعتت تدبياأ أو تالاقم

 ، ياسينودنإ ةيجمهور يف نيدال رةاوز يف نوؤولسمو ، ةثثالال ةنلجلا ضاءعأ عم تابالقلما نم هايعل

 ةينظر  تنياقت  امدتخساب  ةينوناقال  دلمواا  حليلت  متيس  .نوينوناق  ءابرخو  ايعللا  محكمةلا  يف  نوؤولسوم

 .تاجاتنتاالس من ديلمزت انايبلا ردصم ثيلتثوث يثلتال

 نإف ، عيشرتال إنشاء نأبش 2011 معال 12 مقر ونناقلا ىلع ءانب هنأ ةسرادلا هذه جئاتن حضوت

 مقر  ةيمولحكا  حةئاللا  يف  ةدراوال  ةئيانالج  ملحكاأا لعام 9 1975 تارابتعاب  اهذيفنت  نكمي  الو  ةيغال

 ينوناق ساسأ لىع ثم ، 1102 ماعل 21 رقم انونقالة دالو عم ـل ينوناقلاأ دبملاق يبطت نكمي،  ً  الوأ .ةفلتخم
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 12 رقمن وناالق يف ناتدراوال "طفق" ناتجمللا .قهايبتط نكمي الو ةلاطبو الغية سابقةلا حةئاللا نإعال مت ،

 لسنة 2011 وأ بوالط نايب ذكر بيج ، كلذ معو .ثثال .هركذ مت ام غير ىأخر أشياء ةينحت ناينعت

  نم  لك  يف  ، بوتكملا  نوناقلا  أدبمب  مزتلت  ايسيندونإ  نأل  ،  اً  يباتك  عيرشتلا  يف  مكح  أي  نالطب

 عديلت دعب ، 5197 ماع 9 مقر ةيمولحكا حةئاللا هذه يف دثح ام اذهو ، عالهأ حئاوللاو ةيزاوالم حئاوللا

 ونناقال

  اذإ .واجزلا نأبش 2019 ةنلس 16 مقر ونناقال لىإ 1974 ةنلس 1 رقم

 ايمهرغت  أو اهبتقاعم نمكي يتال واجزلا ريياعم أن تنتاجسالا نمكي  ، تاءارجإلا لىإ اننظر

 نع ظرنلا ضغب ، ةجوزلاو جوزلان م أي ، دوصقمر صنع وأ ةين كانه ، ً  الوأ :امه، ون يمسق ىلإم سقنت

 مظني اً  دنب أو ةدام اكنه أن نالمعي نوجازال ناك اذإ ةصاخ ، تاءاراإلج هذهب ملقياا يف دوافعلا أو اهماينوا

 .امهنيب ةفلمساا أو ، هبتقعام نكميف ، اهتهكني لايز ال نكلو جاوزلا ةبغبر اإلخطار وأ واجزلا يلجبتس ةيصوتال

 ، هب مايقلام تي ملن كل ، طقف تاعاس عضب ذخؤي نأن كمي وأ اً  ديعب سيل ةينيدلاون ؤشلا بتكمو ةماقإلا

 ، رخآ ىنعمب ،ن يرخآ صاخشأل ارً   اض راءجلإان وكي ، اً  يناث .يمراجإ هنأ ىلع لعفلا فينصت نكميف

 ربتعي الحكما ذه نأل ، هتجعالم نكمي ثيحب ، طةرللش الضارء ااإلجر نم وكشي وأ بلمصاا صشخلا غيبل نأ

 لشكب عاملي أو شيعي ال فلهاط نأل نزبالح سورلعا عرشت يدلاو ، الثلما ليبس لىع ، ىوكش يمةجر

 .لعالف اذه نم ىوشكلاس وعرلا يدلاول نكميو ، سجلمر يغ واجهماز أن بحجة يفتعس
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